LEMEARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2006 NOMOR 7 SERIE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBEERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS;

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E Merimbang : =& bahwa dalam m':ﬂm menyelenggarakan
e AL TN tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan
Pelayanan da masyarakat, Kepala Desa
dibantu oleh Peranguat a yang terdin atas
Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan

dan Unsur Kewilayahan;
PETRATUISAN FUNETUG (LOIPTEN AR b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat
NOMOR 15 TAHUN 2006 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tenta Desa, ketentuan lebih lanjut
mengenai Perangkat Desa diatur dengan
ANG Eehw:rmmh; d hal terssbut di

c. ba ubungan dengan ut
TRRE atas, maka plg'lu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Tata GCara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Peranghal

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, Desa:

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Mengingat : 1. Undang-undang Nemer 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

2. Undang-undang Momer 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan PFeraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
kgﬁamn Megara Republik Indonesia Nomar



3. Undang-undang Momor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang WNomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor
38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan menjadi Undang-undang
dengan Undang-undang Nomer & Tahun
2005 (Lembaran Mepgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonasia Nomor4548);

. Peraturan Pemerinlah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2005 Momor
158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomaor 4587);

. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Fengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomar
1858, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tala Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor
2 BeriD).
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Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAEI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Porangkat Dasizh

s=hagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Camat adalah pimginan perangkat dasrah kecamatan yang
wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersanghutan.

5. Desaadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mangatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati
dalarm Sistem Pemerintahan Megara Kesatuan Republik
Indonesia.

€. Femerintahan Desa adalah penyelenggaraan uwrusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
acdat istiadat setempat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pamerintahan deza.

w
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10.

(1)

@)

Perangkat Desa adalsh Pembantu Kepala Desa yang terdiri
dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepela Seksi sabagal
unsur pelaksana lapangan dan Kepala Dusun sebagal unsur
wilayah.

Perargkat Desa lainnya atau sebutan lain adalah unsur
pembantu Sekdes, Kasi dan Kadus seperli kaur keuangan,
kaur umum, kayim, ulu-ulu, kebayan, pclisi kopak dan
sebagainya.

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAE Il
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Sekretaris Desa

Pasal 2

Sekretaris Desa diisi darl Pegawai Negeri Sipll yang

memenuhi pereyaratan, yaitu :

a. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;

b mempunyaipar'gatahuan’nentmgtehnisn&mr::rintahan;

¢. mempunyai kemampuan dibidang administrasi
perkantoran;

d. mempunyai pengalaman dibidang admin|istrasi keuangan
dandibidang perancansan;

e. mamahamisosial budaya masyarakat setempat, dan

i boersediatinggal didesa yvang bersangkutan.

Sekrelaris Dess sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat cleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati,

(N

Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

Yang dapat mancalonkan dan diangkat menjadi Perangkat

Desa adalah penduduk desa, dengan syarat-syarak:

a  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:

b setia kepada Pancasila sebagal Dasar Negara, Lindang-
undang Dasar 1845 dan kepada Megara Kesatuan
Republik Indonasia serta Peme rimtah;

¢ berpendidikan paling rendah berijazan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajal,

d. perumur paling rendah 20 (dua puluh) whun dan paling
tinggi 50 (lima puluh) tahun;
berdomisili diwilayah kerjanya, bagi calon Kepala Dusun:

f sehat jasmani dan rohani yang dibuklikan dengan Surat
Keterangan Dokler,

g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Kepolisian;

h. tidak pemah dihukum karena melakukan Bndak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singxat & {lima Jtahun;

i lidak dicabut hak pilhnya berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang telah mempu nyai kekuatan hukum tetap;

| mengenal desanya dan dikena! oleh masyarakat dessa
setemnpat;

«. berdomisili di wilayah Desa yang bersangkutan paling
singkat 2 (dua) tahun;

Ragi Anggota TNI, Anggota Polr, Pegawai BUMN/BUMD,
Pegawai MNegeri Sipil dan Perangkat Desa, disamping
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat {1
harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.
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(1

(2)

(4)

(5)

BAB I
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Baglan Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 4

Untuk kepariuan pencalonan Perangkat Desa, Kepala Desa
membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
keanggotaannya terdiridari:
a unsur Anggota BPOD (diluar unsur Pimpinan BFD) paling
baryak 20 % (dua puluh per seratus),
b unsur Perangkat Desa paling banyak 10 % (sepuluh per
seratus),
c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 20 % (dua puluh
perseratus); dan
d. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling
banyak 50 % (lima puluh per seratus).
Jumlah keanggotaan Panitia disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuen keuangan Desa selempat.
Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimakeud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua,
b. Wakil Ketua, paling banyak 2 (dua) orang,
c. Sekretaris;
d. Seksi-seksisesuaidengan kebutuhan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.

Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal4 ayat (1), mempunyailugas .

a
k.

menyusun jadwal kegiatan;

mengelola anggaran secara gfisien, efektf, transparan dan
akuntabel,

menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada
masyarakat,

melaksanakan pendaftaran Bakalcalon Perangkat Desa;
melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa;
menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa;
melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan
dan penyaringan Perangkal Desa;

Melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desakepada Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 4 ayat (1), mempunyal wewanang :

b.

molakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa
bardasarkan persyaratan yang ditentukan,

menetapkan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan
akurnulasi nilal hasil ujian dan nilai POT,

mengajukan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat
Desa.



Baglan Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal T

(1) Lamaran diajukan secara tertulls kepada Kepala Desa lewat
Panitia, dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.

(2) Panitia meneliti berkas lamaran yang diajukan oleh Calon
Perangkat Desa.

(3) Apabila pelamar hanya satu orang dan felah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan, maka ferhadap pelamar
tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala
Desa salelah mendapat persetujuan pimpinan BRFD.

(4) Dalam hal pimpinan BPD tidak menyetujui pengangkatan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (3) maka
Fanitia mengadakan seleksi perangkat desa tersebud.

(5) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dan
seorang. maka Panita menyeleksi calon Perangkat Desa
dengan cara mengadakan ujian penyaringan dangan
mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan
sikap tidak tercela (PDT) yang bersangkutan.

(6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dirangking berdasarkan jumlah nila yang diperokeh masing-
masing calon perangkatl desa dan disampaikan kepada
Kepala desa.

{7) Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat nilai teringgi yang
sama maka diadakan seleksi ulang yang dilkuti hanya cleh
calon perangkat desa yang memiliki nilai yang sama.

Pasal B

{1) Paling lama 15 (lima belas) hari setalah menerima hasil seleksi
dari Panitia, Kepala Desa wajib mengajukan Calon Perangkat
Desa yang memperaleh rangking tertinggi untuk dimintakan
perselujuan dar Pimpinan BPD  untuk ditetapkan menjad|
Perangkat Desa.

(2) Paling lama 18 (lima belas) hari kerja setelah Pimpinan EPD
menerima permchonan persetujuan dan Kepala Desa,
Pimpinan BPD harus sudah memberikan persatujuan
terhadap Calon Perangkal Desa yang diajukan oleh Kepala
Desa.

(3) Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terlampaul, maka BPD dianggap telah memberikan
persetujuan dan Kepala Desa menatapkan Calon Perangkat
Desa menjadi Perangkat Desa.

Bagian Keliga
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 9

{1) Dalam jangka wakiu paling lama 7 {mjm} harl kerja selelah
menerima parsetujuan tertulis sebagaimana gﬂmalmd dalam
Pasal 8, Kapala Desa harus sudah menarbitkan Keputusan
tentang Penetapan/Pengangkatan Perangkat Desa. )

{2) Dalam jangka wakiu paling lama 15 (lima belas) har kerja
sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan
Perangkal Desa, Kepala Desa harus sudah melantik
Parangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Sabelum memangku jabatannya, Perangkat Desa n_'iengunapkan
sumpahiianii yang susunan kata-katanya sebagal berikut

*Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memanuhi
kewaijiban-kewajiban saya selaku Ferangkat desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurmya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan memperlahankan Pancasila
sebagal Oasar Negara, dan bahwa saya akan mensgakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1845 sebagai
Konstitusi Negara serta segala Peraturan Parundang-undangan
yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dasran
danDesa."



Bagian Keampat
Biaya Panitia

Pasal 11

Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkal desa dibebankan
pada Pemerintah Desadandana-dana lainnya yang sah.

Pasal 12

Biﬁz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan
untuk :

a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran,
pembusatan sural keputusan, pelaporan dan lain sebagainya
yang berkaitan dengan proses pencalonan dan stau
pengangkatan perangkat desa);

penelitian syaral-syarat calon;

honorarium Panitia, konsumsidan rapat-rapat;

penatapan dan pelantikan.

apgo

BAB IV
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 13
Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dangan yang
bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tabun.

BAB V
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

Perangkat Desadilarang :
a. menjadi Pengurus Partai Folitik;

1]

.

(1

@)

(1)

merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BFD dan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
terlihat karnpanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan
Pemilinan Kapala Daerah;

merugikan kepentingan umum, meresahkan sekslompok
rmasyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan
rmazyarakat lain:

melakukan Kolusi, Korupsi ¢an Nepotisme, menarima Jang,
barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapal
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang  dan

melanggar sumpahjanji jabatan.

BAB VI
PEMEERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Partama
Pemberhentian Sementara

Pasal 15

Perangkat Desa dapat diberhentikan semeriara cleh Kepeala
Desa apabila dikenakan penahanan karena diduga melakukan
tindak pidana kejshatan dan atau tindak pidana yang
berhubungan dengan jabatannya yang ancaman hukuman
pidananyakurang dan 5 {lima} tahun.

Bembarhertian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terhitung sejak tanggal penahanan sampai dengan yang
hersangkutan lidak dikenai penahanan

Pasal 16
Perangkat Desa diberhentikan sementara aleh Kepala Deza

apahbila dinyatakan melakukan lindak pidana yang diancam
dengan gldana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

- perdasarkan kepulusan pengadilan yang belum memperoieh

kekuatan hukum tetap.

1



(2)

(1)

(2)

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa
karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana
korupsi, tindak pidana lerorisme, makar atau tindak pidana
ternedap keamanan negara.

Pasal 17

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimakzud dalam Pasal 15 ayat(1) dan Pasal 16 satelah melalui
proses peradilan temyata tidak terbukdi bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperclen keluatan hukurm
tatap, paling lama 30 (iga puluh) han sejak ditetapkannya
pulusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi
danfatau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang
bersangkutan sampai dengan akhir masajabatan.

Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan semantara
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa
jabatarinya, Kepala Desa hanya merehabilitasl Perangkal
Desa yang bersangkutan.

Pasal 18

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16, Kepala Desa
menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melakaanakan tugas dan
kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan semenlara sampai
dengan Perangkat Desa yang bersa ngkuten tidak dikenai
pemberhientian sementara atau dilantiknya Perangkat Desa baru.

(1)

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 19

Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
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(2)

{n

(2)

(3)

b. parmintaan sendiri;

c. diberhentikan.

Perangkat Desa diberhentkan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) hurufc karena:

a. berakhirmasajabalannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara herkelanjutan atau
herhalangan tetap secara berturul-turut selama & (enam)
bulan;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagal Perangkal Desa;
dinyatakan melanggarsumpah/janji jabatan;

tidak melaksanakan kewajiban sebagai Ferangkat Desa.
melangqar larangan bagi Perangkat Desa;

meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin dar
Kepala Desa selama 2 (dua) bulan berturut-turutda niatay;
h. melanggar peraturan disiplin aparat Pemerintah Desa
Pembernentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa
dengan Keputusan KepalaDesa.

w=oap

Pasal 20

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sshagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat diberhentikan oleh
Kepala Desa karena terbukti melakukan tindakan pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempercleh
kekuatan hukumietap.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, diberhentikan oleh Kepala Desa
karana tarbukti melakukan tindak pidanaberdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukumtsiap.
Setelah dilakukan pemberhentian Perangkal Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2), Kepala

Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Peryaringan

Perangkat Desa.



Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 21

Kepala Desa waijib memberitahukan secara tertulis kepada BPD
atas pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16, dengan
menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 22

(1) Kepala Desa wajib memberitahukan secara teruls kepada
BPD lerhadap Perangkat Desa yang akan diberhentikan dar
jebatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan
menyabulkan alasan-alasannya,

(2} Psling lama 2 (tiga) hari setslah Keputusan Pemberhentian
diternitkan, Kepala Desa harus menyampaikan Keputusan
cimaksud kapada yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tingkat dan Jenis Hukumnan Disiplin

Pasal 23
Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur
Pemenntah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf h dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala Desa.
Pasal 24
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari .
a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang;
¢. hukuman disiplin beral.
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{2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiridari .
a. tequran lisam;
b. teguran tertulis, dan
c. pernyalaan tidak puas secaratertulis,
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari .
a. pengurangan bengkok sebasar 60 % (lima puluh per
seratus) untuk jangka waktu paling lama € (2nam) bulan;
b. pengurangan bengkok sebesar 50 % (lima puluh per
seratus) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) lahun.
(4) Jenis hukuman disipilin barat terdiri dan
a, pemberhentian dengan hormat fidak alas permintaan
sendiri;
b. pambarhentian tidak dengan hormat.
(8) Pedoman Peraturan Displin Aparat Pemerintah Desa diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAE VIl
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 25

(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan
setelahadanya persetujuan tertulis darl Kepala Desa.

(2) Halhal yang dikecualikan dari kelentuan sebagaimana
dimaksud dalamayat(1) adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam dengan pidana mati.

{(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2),
diberitahukan secara terlulis cleh atasan penyidik kepada
Kepala Desa paling lama 3 {tiga) hari.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Bagi Desa yang sedang melaksanakan penglsian Perangkat
Desa kecuall Sekretaris Desa sebelur bariakunya Peraturan
Dasrah Ini, persyaratan dan mekanismenya tetap
menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku sebelumnya.

(?) Sekretaris Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
berakhirya masa jabatan atau sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada sast Peraturan Daerah ini mulai berdaku, maka Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tenfang Tala Cara Pencalonan,
Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentizn
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahwn
2000 Nemer 8 Ser D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerzh Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 3 Seri 0) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28
Paraturan Daerah ini mulai barlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mamerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe nempatannya
dalarm Lembaran Daerah Kabupatsn Banyumas.
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PEMJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGHKAT DEEA

PENJELASAN UMUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 sebagai implementasi
Undang-undang Nomeor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomaor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tantang Pemerintahan Daerah yang telah diletapkan dengan
Undang-undang Nomeor 8 Tahun 2005 maka perlu menetapkan
Parturan Daerah tetang Tata Cara Pencalonan, Pengankatan,
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat
Dez=a harus disasuaikan.

Dalam Peraturan Daerah inl diatur tentang tata cara
pembentukan panitia penjaringan dan panyaringan perangkat
desa, mekanisme seleksi, kewajiban dan larangan, pelantikan
dan pemberhentian perangkat desa. Perubahan mendasar
berkaitan dengan nomeklafur penyebulan jabatan unsur
pelaksana teknis lapangan dari sebutan kepala urusan menjadi
kepala seksi sesuai dengan kaidah penyusunan Susunan
Crganisasi dan Tata Kerja (SOTH), disamping itu dalam rangka
menegakan disiplin aparat pemerintahan desa dalam perda ini
diatur pula tentang jenis dan tingkat hukuman disiplin,

Dengan tetap menjujung tinggl kesamaan kedudukan , hak dan
kewajiban warga negara, perangkat desa perlu, mendapat
perlindungan hukum secara proposicnal cleh karena itu dalam
Peraturan Derah Inl mengatur pula tentang mekanisme
penyidikan terahadap peranghalt desa.

1B

Il. PENJELASANPASAL DEMIPASAL

Pasal 1 1 CukupJelas.
Pasal 2 : Cukupjelas.
Fasal 3 :

avat (1) hurufa

Yang dimaksud dengan “bertakwa" dalam ketentuan ini
adalah taatmenjalankan kewajiban agamanya.
ayat (1) hurufb :
Yang dimaksud dengan setia adalah tidak perah terlibat
erakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara
nkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah
Dasar Negara serta fidak pemah melanggar Undang-
undang Dasar 1845.
ayat(1)hundfc
- Yang dimaksud dengan berpendidikan SLTP atau
sederajat cibuktikan dengan ljazah formal yang telah
dilegalisasi olsh pejabat yang berwenang.
‘Yang dimaksud cengan sedersjat SLTF adalah ©
(1) Darizekolahumum :

a.  Memilikiijazah/STTB SMP.

b. Memiliki surat keterangan vang
berpenghargaan sama dengan STTB SMFP
{Uper SMP).

¢. Memiliki jazah program Paked B.

d. Memiliki jjazah/STTB setara SMP vang
berada dibawah Dep. Agama saperti MTs.

e.  Memiliki ijpzah/STTE SMP bagi sekolah yang
diselenggarakan oleh yayasan yang
statusnya telah disamakan/diakuiterdaftar.

(2) Dariselolahkejuruan :

Memilikiijazah/STTB :

a. ST(Sekolah Teknik).

b. ST4tahun {Sekolah Teknik 4 Tahwn).

e. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi
Pertama).

d SKP/SKKP (Sekolah Kepanduan
PutrifSekolah Kesejahteraan Keluarga
Pertama).
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e 5TR (Bekolah Teknik Rendah).
I. SKMN/KKN (Sekolah Kerajinan Megeri/Kursus
Kerajinan Negeri).
g KPA(Kursus Pegawai Administrasi).
h. SGH(Sekolah GuruB).
i. PGA4tahun(Pendidikan GuruAgamad Tahum).
j. PGAB (Pendidikan GuruAgama B).
k. SPGC1({Sekolah Pendidikan Guru C1).
.  SPGC2(Sekalah Pendidikan Guru C2).
ayat (1) hurufd sid huruf) 1 cukupjelas.
ayat (1) hurufk :

vang dimaksud berdomisili adalah nyata-nyata berempat
tinggal df Desa yang bersangkutan dan dibuktikan dengan

kepemilikan KTP Desa setempat.
ayat(1) huruhl : cukupJelas
ayat (2} ! cukupjelas,
Fasal4 $
ayat{1)sfd(3) . cuUkupjelas.
ayat(4) :

Seksi-seksi minimal terdiri dari

(1) 3eksi Pendallaran/Penjaringan.
(2) BeksiSeleksy/Fanyanngan.
[3) SeksiKeamanan.

ayat(3) : cukup jelas
Pasal5:

hurufa . cukup jelas.
huruflb

{1) Yang dimaksud dengan efisien adalah menggunakan
anggaran sacara hematdan tidak bersifatbores.

(2) Yargdimaksud efektif adalah menggunakan anggaran
sesuai dengan sasaran yang t=lah diletaphan

(2) Yang dimaksud dengan transparan adalah bersifat
terbuka, setiap komponen masyarakat dapat
mengetahui arah penggunaannya.

{4) Yang dimaksud dengan akuniabel adalah dapat

dipertanggungjawabkan baik secara administrasi

maupun hukum,

hurufc :
dalam penyusunan tata tertib, Panitia wajib berkonsultasi
dengan Kepala Desa dan Camat setempat.

hurufd sidj - cukupjelas.
Pasalg : CuUkup|elas.
hurufasidb :  cukupjelas.
hurufe :

Apabila terdapat lebih dari satu ealon Perangkat Desa
maka panitia berkewsjiban menyusun rangking calon
Ferangkat Desa berdasarkan hasil seleksi.

hurufd . cukupjelas
Pasal 7

ayat(1) sid (4] . cukupjelas.
ayat (5) :

- Penilaian dengan ujian tertulls menggunakan soal
pilihan ganda (multiple Chaice)
Penilaian dengan menggunakan angka satuan
maksimal dengan nilai 100
Penilaian prestasi meliputi -
Pendidikan formal yang didasarkan ijazah atau Surat
Tanda Tamat Belgjar (STTB). Calon dengan krileria
penilaian sebagai berilkut:
SLTP, nilai 6 (2nam),
SLTA, nilai 7 {tujuh);
Diploma 1(D1), nilai 7,5 (tujuh koma lima),
Diploma [l (D2}, nilai 3 (delapan),
Diploma I1{D3), nilai 8,5 (delapan koma lima);
Strata 1(S1), nila 8 (sembilan),
Strata 2(S2), nilai 10 (sepuluh},
. Strata 3(53), nila: 11 (sebelas).
Pendidikan non formal didasarkan pada serifikat yang
dipercleh calon melalui kursus-kursus ketrampilan yang
mendukung pelaksanaan tugas (mengetik, komputer,
akuntansi) dan untuk setiap kursus ketrampilan diberi nilai
1 (satu).
Egiumaan yang pemah diperoleh calon sebagai juara |
yang dibuktixan dengan piagam/Surat Keterangan dengan
kriteria penilaian ssbagai berikut :

someanTE
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Tingkatdesa, nilai 1(satu);
Tingkat Kecamatan, nilai 2 (dua);
Tingkat Kabupatan, nilai 3 (tiga);
Tingkal Propinsi, nilai 4 (empat);
Tingkal Nasional | nilai 5 (lima);
. Trngka; Regional (Asia Tenggara dan Asia) nilai 8

Snam);
gln ingkalinternasicnal / dunia, nilai 7 {tujuh);

Ik setiap u;l‘ikat hanya diambil satu kequaraan .

Penilaian Dedikasi :
Dedikasi adalah pangahdian yang pernah dan atau sedang
dilakukan bakal Calon Perangkat Desa yang bersangkutan
melalui lembaga desa dan atau lembaga-lembaga
kemasyarakatan desa lainnya yang dibenluk, diakui dan
dibina oleh Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam
Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
kegiatannya mencakup kepenlingan masyarakat desa
setempat sepert| lM}j}BF‘D Hansip. RT, RW, LKMD.,
Karang Taruna, P2A, Komite Sekolah Dasar, Guru Honor
TKISOMI dan lain sehagainya.
Penilaian Pengabdian -
Pengabdian yang dinilai adalah pengabdian yang
dilakukan Bakal Calon Perangkat Desa pada Lembaga
Pemerintahan Desa dan/atau sebagai pengurus pada
iembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang. Masing-masing pengabdian
tersebut diben nilai 1 (satu)
Cara penilaian :
Masa pengabdian 1-2 tahun dinilai 1
Masa pengabdian 2-3 tahun dinilai 2
Masa pengabdian 3-4 tahun dinilai 3
Masa pengabdian 4-5 tahun dinilai 4
Mzas=a pengabdian 5-6 tahun dinilai 5
Masa pengabdian 5-7 lahun dinilai &
Masa pengabdian 7-8 tahun dinilai 7
Masa pengabdian > Btahun dinilai &
Sikap Tercelatidak tercelka :
Untuk penilaian tercela dan tidak tercsla calon adalah
menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan
berkernbang dalam masyarakat yang dibuktikan dengan

~tenon
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Sural Keterangan HKelakuan Baik dari Pihak yang
bervznang.

ayat (&) sfd (7) ! cukupjelas

Pasal 8

ayat (1) :
yang dimaksud dengan persetujuan Pimpinan EPD adalah
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Kebua, Wakil
Ketua dan Sekretarie BPD. Apabila Pimpinan BFD
mengikuti pencalonan perangkat desa maka persetujuan
tertulis ditandatangani cleh Unsur Pimpinan BPFD atau
Anggota BPD tertua dan termuda.

ayat(2) : cukupjelas.

ayat (3) : |
yang dimaksud BPD telah memberikan persetujuan yaitu
apabila setelah diber waktu selama 16 (limabelas) hari
untuk memberikan persetujuan ternyata tenggang wakiu
tersebut terlampaui maka pimpinan BPD dianggap telah

memberikan persetujuan.
PasalB . cukup jelas.
Pasal 10 -

Bagi yang beragama Kristen Prostestan dan Kristan Katolik:
Kata-kata DemiAllah diganti dengan DEMI TUHAN.

Pada akhir sumpah / janji , ditambahkan kalimat KIRANYA
TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang Beragama Hindu:
Kala-kata DerniAlloah diganti OMATAH PARAMAWISESA.

Bagi yang Beragama Budha:
Kata-kata Demi Allah diganti DEMI SANG HYANG AD|
BUDHA

Pasal 11 :
Yang dimaksud dana-dana lainnya yang sah adalah dana-
dana yang dipercleh bakal calonfcalon dan sumbangan

yang bersifal lidak mengikat.
Pasal12 . cukupJelas.
Pasal13 : cukupjelas.
Pazal 14 : cukupijelas.
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Pasal15:

ayat(1)
Pembearhentian Sernentam Kepala desa ini bukan
merupakan jenis hukuman hanya karena yang
bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari
selaku Kepala Desa

ayat (2)
Yang dimaksud dmgan tidak dikenai penahanan adalah
yang bersangkutan penahanannya ditangguhkan , masa
penahanannya habis atau telah berubah status men{adi
narapidana.

Pasal 16

ayat(1) i

Pemberhentian Sementara Kepala dasa ini bukan
merupakan jeniz hukuman hanya karena yang
bersangkutan tidak dapat melaksanakan lugas sehari-hari
selakuKepalaDesa.

ayat (2)
Famberhentian Semerltnra Kepala desa Inl bukan
merupakan jenis hukuman hanya karena yang
bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari
selaku Kepala Desa .

Pasal17 © cukupjelas.
Pasal 18 . cukup jelas.
Pasal 18 !
ayat(1) . cukupjelas.
ayat (2) hurufa : cukup jelas.
ayat (2) hurufb !

Yang dimaksud dergan tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama G (enam) bulan, tidak termasuk dalam
rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan
dengan pemeriniahan.

ayat (2)hurufe ! cukup jelas.

ayat (2) hurufd .
Parnyataan mlalar'pggar sumpahfjanji jabatan ditetapkan
dengan Keputusan Pengadilan.
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ayat(2Yhufes/dh

Pasal 27
Pasal 28

. cukupjelas.
. cukupjelas.
. cukup Jelas.
1 cukupjelas,
. cukupjelas.
. cukupjelas.
1 cukupjelas.
1 cukupjelas.
D Gukup jelas,
! Cukupjelas.

! cukupjelas.



